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MOTTO

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan
memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesulitan.
Dan akan diberinya rezeki dari arah yang tivak disangka-
sangka.Sesungguhnya Allah akan menyampaikan maksud-
Nya, karena Dia Alah menetapkan kadar bagi setiap
sesuatu’,

(Teriemahan Q.S. At-thalaq : 2-3)
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RINGKASAN

Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum yang melakukan kegiatan
usaha, maka tujuan umum dari pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk
memperoleh keuntungan. Dalam hal pencapaian tujuan tersebut, maka
penyelenggaraan Perseroan Terbatas dilakukan oleh Direksi dan Direksi
bertanmggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan perseroan setiap hari.

P.T. Bintang Laju Sentosa Laju Sentosa sebagai suatu Badan Hukum dalam
kegiatan sehari-harinya dipimpin oleh Direksi dengan Direktur Utama Ir. Wu Kuo
Wah. Tetapai dalam kegiatan kepengurusan perseroan tersebut, ternyata terdapat
suatu pertentangan dan perselisihan antara anggota Direksi. Hal ini telah
mengakibatkan perseroan tersebut tidak berjalan dengan semestinya (tidak dapat
berjalan lancar), sehingga untuk mengatasi kesualitan yang timbul dari keadaan
tersebut maka Direktur Utamanya, yaitu Ir. Wu Kuo Wah kemudian mengajukan
permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dari hasil
pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, maka kemudian Pengadilan Negeri
mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa P.T. Bintang Laju
Sentosa berada dalam keadaan pailit, berdasarkan pada bukti-bukti yang ada
seperti yang ditentukan dalam Peraturan Kepailitan lama.

Kemudian oleh salah seorang anggota Direksi perusahaan, vaitu Jaja
Suparman mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan tersebut
dengan alasan bahwa putusan tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, khususnya
pasal 90 ayat (1) yang menyebutkan tentang pihak yang berwenang mengajukan
pailit. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa yang berhak
mengajukan permohonan pailit adalah Direktur melalui persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Menurut Jaja Suparman, Direktur Utama tersebut
tidak pemah mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga
permohonan pailit tersebut tidak sah dan dapat dimintakan pembatalannya,
dengan alasan bahwa Direktur Utama telah menyimpangi ketentuan dalam

Undang-undang, khususnya pasal 90 ayat (1).

Xl1ii
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Dari permohonan kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung kemudian
mengabulkan permohonan pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku, vaitu Peraturan
Kepailitan yang lama. Meskipun Direksi mempunyai wewenang untuk
mengajukan suatu permohonan kepailitan atas suatu perseroaan, tetapi Direktur
tidak dapat langsung mengajukan permohonan pailit, karena kepailitan adalah
suatu masalah yang sangat mendasar bagi perseroan.

Dalam kasus kepailitan tersebut diatas, peraturan yang digunakan dalam
pemeriksaan perkara pailit oleh Pengadilan Negeri dan juga Mahkamah Agung
adalah Peraturan Kepailitan yang lama, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri
masih berwenang melakukan suatu pemeriksaan perkara pailit/dagang lainnya,
karena walaupun pada saat penetapan putusan dilakukan Undang-undang Nomor
4 Tahun 1998 telah diundangkan, tetapi masih belum berlaku efektif, sehingga

pemeriksaan perkaranya tetap menggunakan peraturan kepailitan yang lama.

X1V
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu tujuan pembangunan jangka
panjang Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan
tersebut, pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keserasian, keselarasan
dan kesinambungan dari berbagai unsur pembangunan termasuk pembangunan
dalam bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan
ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang
menggantikan ketentuan hukum yang lama. Perseroan Terbatas diharapkan
mampu menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasioanal yang
berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai
pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum vyang didirikan berdasarkan
perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan vang ditetapkan dalam Undang-
undang serta peraturan pelaksanaannya (pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun
1995).

Perkembangan baru dalam perekonomian dan dunmia usaha mengaitkan
perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian
Indonesia tidak dapat menutup dini terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi.
Namun pengaturan di bidang Perseroan Terbatas tetap bersumbar pada asas
perekonomian yang digariskan dalam UUD 1945, yaitu asas kekeluargaan. Selain
itu harus tetap dapat melindungi kepentingan antar para pemegang saham, kreditur
dan pihak lain yang terkait serta kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal
ini dikarenakan pada kenvataannya dalam suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi
pertentangan kepentingan antara para pemegang saham minoritas dengan

pemegang saham mayoritas. Dalam benturan kepentingan tersebut pemegang
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saham minoritas diberikan kewenangan tertentu, antara lain hak untuk meminta
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memohon
diadakan pemeriksaan terhadap jalannya Perseroan Terbatas dengan penetapan
dari Ketua Pengadilan Negeri di kedudukan Perseroan Terbatas itu berada.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang melakukan kegiatan
usaha, tujuan umum darn pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk memperoleh
keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Perseroan Terbatas
memerlukan organ-organ dalam kepengurusannya, organ-organ yang dimaksud
adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Dari
ketiga organ tersebut yang memegang otoritas tertinggi adalah Rapat Umum
Pemegang Saham. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada organ perseroan lain. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung
Jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar (pasal 1 angka 4 UU Nomor 1 Tahun 1995). Komisaris
bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam
menjalankan perseroan. Tetapi dalam keadaan tertentu komisaris dapat
menjalankan tugas sebagai pengurus perseroan (pasal 100 ayat 2 UU Nomor 1
Tahun 1995).

Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum dan karenanya
sebuah Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit. Secara umum masalah
kepailitan banyak terjadi pada perusahaan, tetapi tidak menutup kemungkinan
kepailitan juga terjadi pada debitur perorangan. Setiap debitur baik perorangan
atan badan hukum dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam
peraturan perundang-undangan tentang kepailitan. Apabila suatu badan hukum
sudah tidak dapat meneruskan usahanya lagi, maka salah satu upaya
penyelesaiannya adalah dengan cara permohonan pailit. Permohonan pernyataan
pailit dapat diajukan oleh kreditur, debitur maupun jaksa demi kepentingan umum
(H.M.N. Purwosutjipto, 1984:33).

Kepailitan suatu Perseroan Terbatas adalah kepailitan sebuah perseroan,
sedangkan para pengurus perseroan tersebut hanya bertanggungjawab terhadap


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

perbuatan atas nama perseroan secbagai pengurus sepanjang dalam pengurusannya
tidak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan tersebut, sedangkan
peseronya hanva bertanggungjawab secara terbatas yaitu sebesar modal yang
mereka masukkan (pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1995). Tetapi apabila suatu
pernyataan pailit dimohonkan karena kesalahan atau kelalaian dari direksi, maka
anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut,
apabila kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat
kepailitan tersebut (pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 1995).

Dalam hal suatu Perseroan Terbatas mengajukan permohonan pailit,
tindakan direksi tersebut harus mendapat persetujuan dari keputusan RUPS.
Direksi tidak dapat memutuskan secara sepihak, karena masalah kepailitan
merupakan masalah yang sangat serius bagi perseroan. Dalam RUPS akan
diketahui apa yang menyebabkan perseroan tidak mampu membayar semua
hutang-hutangnya kepada kreditur, apakah terjadinya hal tersebut disebabkan
adanya kesalahan direksi dalam kepengurusan atau apakah direksi tersebut telah
menjalankan perseroan sesuai dengan itikad baiknya. Hal ini bertujuan agar tidak
terjadi suatu tindakan yang sewenang-wenang dalam hal kepengurusan yang dapat
merugikan Perseroan Terbatas. Tetapi ada kalanya suatu RUPS tidak dapat
dilaksanakan kehadiran dart para pemegang saham tersebut tidak sesuai dengan
kuorum yang harus dicapai, atau juga penyelenggaraan RUPS itu tidak memenuhi
syarat seperti yang tercantum dalam pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, namun Undang-undang telah mengatur bagaiman jalan
keluarnya.

Dari uraian tersebut diatas, maka penyusun mencoba untuk mengkaji dan
menganalisa suatu kasus dalam suatu permohonan pernyataan kepailitan dari
suatu Perseroan Terbatas. Untuk itu dalam penyusunan skripsi ini penyusun
mengambil judul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PAILIT YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI R.U.P.S.”

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 013 K/N/1999).
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1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pembahasan skripsi ini adalah bidang hukum
perdata/hukum dagang, yaitu hukum kepailitan, khususnya mengenai kepailitan
dalam suatu badan hukum, dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas dan dalam skripsi
11 hanya dibatasi dalam hal suatu permohonan pailit yang dilakukan tanpa melalui

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu permasalahan yang timbul

adalah :

1. apakah yang mendasari dilakukannya suatu permohonan kepailitan tanpa melalui
keputusan RUPS ?

2. bagaimanakah proses kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas ? v

(7S]

apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor
013/K/N/1999 telah tepat ?

4. apakah keputusan Mahkamah Agung sudah benar menurut hukum dan keadilan ?

1.4. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada dua tujuan yang hendak dicapai, vaitu
meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut :
1.4.1. Tujuan Umum

Merupakan tujuan yang bersifat akademis, vaitu untuk memenuhi dan
melengkapi sebagian dari svarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Jember.
1.4.2. Tujuan Khusus
. Untuk mengetahui dasar dari dilakukannya permohonan pailit tanpa melalui

keputusan RUPS

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kepailitan terhadap suatu Perseroan

Terbatas.
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3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan
Nomor 013/K/N/1999 apakah telah tepat.
4. Untuk mengkaji kebenaran atas putusan Mahkamah Agung.

1.5. Metodologi Penulisan
1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah yang dilakukan dengan
menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan masalah yang ada dan digunakan sebagai dasar untuk
memecahkan masalah .
1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder
adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa dokumen maupun
buku-buku dan informasi lainnya (Badan Penerbit UNEJ, 1998:18).
1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini digunakan studi
literatur, vaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan studi
kepustakaan, vaitu diperoleh dengan membaca literatur, majalah, jurnal hukum
dan bisnis dan peraturan yang berkaitan dengan skripsi ini (Soemitro, 1988:18).
1.5.4. Analisa Data

Sesuai dengan tipologi penelitian dan karakteristik data yang diperoleh,
maka analisa data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif
kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai
suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik
(non statistik) melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dari
permasalahan tersebut dianalisa berdasarkan teori dan pemecahannya didasarkan
atas peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh kejelasan
terhadap permasalahan tersebut (Ashshofa, 1998:15).
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai gambaran fakta atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor
013/K/N/1999 secara riil terurai sebagai berikut :

P.T. Bintang Laju Sentosa, yang kemudian disingkat P.T. Bintang vang

berkedudukan di kabupaten Bandung dengan susunan pengurus sebagai berikut -

- Direktur Utama . Ir. Wu Kuo Wah
- Direktur - Jaja Suparman
- Komisaris Utama : Wahyu Iskandar

Pada awalnya perusahaan berjalan dengan baik, tetapi karena mulai bulan
Oktober 1997 terjadi perselisihan antara Direktur (antar anggota Direksi) yang
mengakibatkan terhentinya kegiatan dagang sehingga pemasukan keuangan
menjadi terhenti dan hutang-hutang dari P.T. Bintang tidak dapat terlunasi.
Karena kondisi tersebut maka pada bulan Juni 1998, Direktur Utama P.T. Bintang
yang mewakili perusahaan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale

Bandung, dengan petitum permohonan sebagai berikut :

[

Mengabulkan permohonan.

2. Menyatakan P.T. Bintang Laju Sentosa berkedudukan di Kabupaten Bandung,
berada dalam keadaan pailit.

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Komisaris.

4. Membagikan dan membayarkan kepada para kreditur seluruh kekayaan dan
piutang pemohon dalam daftar terlampir.

5. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada
bantahan, banding maupun kasasi.

6. Biaya perkara menurut hukum.

Atas permohonan tersebut diatas, maka kemudian Pengadilan Negeri
memberikan  putusan yang tertanggal 20 Agustus 1998 dengan Nomor
41/Pdt. P/1998/PN.BB, yang amar putusannya sebagai berikut :
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1. Mengabulkan permohonan pemohon

3%

. Menyatakan Pemohon P.T. Bintang Laju Sentosa yang berkedudukan di Jalan
Laswi No. 95 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung,
berada dalam keadaan pailit
3. Mengangkat Sdr. Ayub O. Taulo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bale
Bandung, sebagai Hakim Komisaris

4. Menunjuk Balai Harta Peninggalan di Jakarta sebagai Pengampu dengan tugas
melakukan pengurusan dan pembércsan harta pailit dibawah pengawasan
Hakim Komisaris

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet,

banding ataupun kasasi

6. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditetapkan

sebesar Rp. 168.000.- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Kemudian atas putusan tersebut, Jaja Suparman, sebagai salah satu
Direktur P.T. Bintang menolak putusan dari Pengadilan Negeri Bandung dan
mengajukan permohonan kasasi ke Mehkamah Agung dengan mengemukakan
beberapa keberatan, yang pada pokoknya ialah bahwa, Pengadilan Negeri telah
salah menerapkan hukum tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan
pailit menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Pengadilan Negeri Bale
Bandung tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan yang berwenang
mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dengan menimbang permohonan kasasi dari pemohon kasasi vaitu : Jaja
Suparman tersebut diatas terdapat cukup alasan, maka Mahkamah Agung
memberikan putusan pada tanggal 8 Jumi 1999 dengan putusan Nomor
013.K/N/1999 yang amar putusannya adalah sebagai berikut
Mengadili :

- Mengabulkan permohonan pemohon kasai dari Pemohon kasasi : Jaja

Suparman tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 8 Agustus
Nomor 41/Pdt.P/1998/PN.BB -
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Dan mengadili sendiri ;

1.

Menolak permohonan pemohon Ir. Wu Kuo Wah yvang bertindak dalam
Jabatannya sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham P.T.
Bintang Laju Sentosa

Menghukum Termohon kasasi/Pemohon pailit untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.
168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah). yang dalam tingkat kasasi

ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2.2 Dasar Hukum

—_—

a.

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1131

“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun vang tak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132

“Kebendaan tersbut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut  keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan vang sah
untuk didahulukan”.

Pasal 1238

“Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah
jika ini menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1618

“Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan
maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Pasal 1643

“Para sekutu dapat dituntut oleh siberpiutang dengan siapa mereka telah
bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama,
meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuannya, terkecuali apabila
sewaktu utang tersebut dibuatnya secara tegas ditetapkan kewajiban para
sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbalan besarnya bagian
masing-masing dalam persekutuan”.
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f. Pasal 1655

“Para pengurus suatu perkumpulan adalah, sekedar tentang itu tidak telah
diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuan-persetujuannya dan
reglemen-reglemennya berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan,
mengikat perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak
ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak dimuka hakim, baik sebagai
penggugat maupun sebagai tergugat™.

g. * Para anggota suatu perkumpulan tidaklah bertanggung jawab secara pribadi
untuk perikatan-perikatan perkumpulan. Utang-utangnya hanyalah dapat
dilunasi dari pendapatan penjualan barang-barang perkumpulan tersebut.

2. Peraturan Kepailitan Stb. Nomor 1905 Nomor 217 jo. Stb. 1906 Nomor 348.

3. Pasal 1, 2, 3 dan pasal 64 s/d 110 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3387).

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3761).

2.3 Landasan Teori

Dalam penyusunan skripsi ini, landasan teori yang digunakan untuk
membahas permasalahan adalah sebagai berikut :
2.3.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan menurut Memorie Van Toelichting (Penjelasan Umum) adalah
suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna
kepentingannya bersama para vang mengutangkan (Suryatin, 1983:264 dalam
Situmorang, 1994:19).

Yang dimaksud pailit atau bangkrut ialah seorang pedagang vang
bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui
pihak debiturnya (Black, Campbell, 1968 dalam Fuady, 1999:7)
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Dalam ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh
suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan aktivanya atau warisannya telah
diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya (Abdurrahman 1991:89 dalam
Fuady,1999:8).

Pasal 1 Peraturan Kepailitan Stb.1906 No. 348 menyatakan sebagai berikut

“Setiap debitur (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar

utang-utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali

utang-utangnya tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas

[permintaan seorang kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang

krediturnya, dapat diadakan putusan oleh Hakim yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan dalam keadaan pailit”.

Pada dasarnya kepailitan adalah suatu sita umum yang bersifat
konservatoir terhadap seluruh harta kekayan debitur untuk kepentingan para
krediturnya. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa kepailitan sebenamnya adalah
pertanggungjawaban debitur kepada krediturnya. Dengan kata lain, kepailitan
merupakan resiko dari debitur dan oleh karenanya Undang-undanng memandang
pelu mengadakan penyitaan menyeluruh atas segala harta guna kepentingan
seluruh krediturnya, dengan pengawasan disini adalah Balai Harta Peninggalan.

Beradasarkan Peraturan Kepailitan, maka penyelesaian urusan-urusan
yang berkepentingan dalam hal hutang piutanng dilakukan dengan cara
keseimbngan, artinya sesuai dengan jumlah imbalan dan jumlah piutnag yang
dimiliki.

Kepailitan hanya semata-mata mengenai kekayaan sipailit dan bukan
pribadinya, maka sipailit tetap dapat melakukan atau melaksanakan hal-hal lainya,
artinya hak-hak yang tidak mengenai kekayaannya, seperti hak-hak yang ia miliki
sebagai kepala keluarga, hak-hak yang timbul dan kedudukannya sebagai orang
tua anak-anaknya (ouderlijke macht) dan sebagainya (Situmorang,1994:16)

Seseorang yang berutang dan ternyata sudah tidak mampu membayar
hutang-hutangnya, dapat atas permintaan sendiri atau atas permintaan seseorang
atau beberapa orang yang berpiutang ataupun Jaksa, dengan putusan Pengadilan

Negeri ditempat kediamannya dinyatakan pailit. Permohonan tersebut biasanya

10
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dilakukan oleh Hakim apabila ternyata paling sedikit ada 2 hutang yang tidak
dibayar. Pada hakekatnva putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan sesuatu
“pernyataan umum” atas kejadian siberutang, yaitu segala harta benda siberutang
disita dan dibekukan untuk kepentingan semua krediturnya. Dengan kata lain
“faillissement’ itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran

bagi semua orang yang berpiutang secara adil.

2.3.2 Syarat-syarat Dinyatakan Pailit
Agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka scorang debitur harus
memenuhi syarat-syvarat sebagai berikut :

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni seorang debitur sudah tidak
mampu atau tidak dapat membayar utang-utangnya.

2. Harus terdapat lebih dari seorang kreditur dan salah seorang dari mereka itu,
piutangnya sudah dapat ditagih

3. Harus melalui putusan hakim (Situmorang, 1994:10)

Didalam beberapa yurisprudensi telah diinterpretasikan arti dan ‘keadaan
berhenti membayar’ secara lebih luas, yaitu :

1. Bahwa keadaan berhenti membayar dapat terjadi bilamana kredit-kredit yang
lain tidak mendesak dibayarnya atau memiliki eksekusi diluar kepailitan
(Putusan HR. 17 Desember 1920, N.J. 1921, 276 dan HR. 24 Juli, N.J.
1937,38).

2. Keadaan bahwa aktiva budel kemudian terbukti cukup untuk membayar semua
hutangnya, itu tidak menghalangi bahwa debitur sekarang dalam keadaan
berhenti membayar (Putusan H.R. 15 Mer 1925, 655).

3. Ada beberapa pedoman yang dapat dipergunakan untuk menentukan kapan
seseorang itu berhenti membayar untuk dimintakan putusan pailit, yaitu :

- menolak melakukan pembayaran

- harus ada beberapa orang kreditur

- hutang yang tidak dibayar harus ditafsirkan dalam arti luas, yaitu tidak
berprestai (Putusan H.R. 26 Januari 1940, N.J. 1940).
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4. Bahwa keadan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa

kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah
dapat ditagih, melainkan bahwa debitur tidak membayar hutang-hutang itu
(Putusan HR. 6 Desember 1946, N.J. 1946.233).
Bahwa tidak membayamya hutang pemohon yang sudah dapat ditagih dan
disamping itu adanya keadaan berhenti membayar (Putussan HR. 10 April
1659, N.J. 1959.232 ). (Situmorang, 1994:40-41).

Pasal 1 UU No.4 Tahun 1998 ayat 1 menyatakan sebagai berikut :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
‘dinyatakan pailit’ (bukan “dapat dinyatakan pailit”) dengan putusan
pengadilan (dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Niaga)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendin
maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya, dan juga atas
tuntutan Jaksa untuk kepentingan umum™.

Dari ketentuan dalam pasal 1 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan

bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan/badan hukum dinyatakan pailit
adalah sebagai berikut :

1!

adanya hutang

2. minimal satu dan hutang sudah jatuh tempo
3,
4
5

adanya debitur

. kreditur lebih dan satu
. pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut “Pengadilan

Niaga’.
Menurut ‘Bancrupty Ordonantie 1959, yaitu suatu peraturan kepailitan yang

berlaku di Malaysia, menetukan syarat-syarat atau tanda-tanda perbuatan

kebangkrutan, ialah :

“Sidebitur dalam wilayah persekutuan atau dilain tempat secara curang
memindahkan (a fraudulent conveyance) seluruh harta kekayaannya atau
sebagian atau secara curang korup, menghadiahkan, menyerahkan atau
mengoperkan  seluruh atau sebagian dan  harta kekayaannya .
(Asikin, 1991:30).
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Secara curang artinya bahwa sidebitur tersebut secara diam-diam ataupun
tanpa adanya persetujuan dari kreditur telah mengalihkan harta kekayaannya
untuk menghindari kewajibannya terhadap kreditur.

Berkaitan dengan sifat sederhananya pemenksaan permohonan
kepailitan, maka tentunya sangat diharapkan sikap yang aktif darni Hakim untuk
sedapat mungkin mendengarkan secara seksama kedua belah pihak (debitur dan
kreditur) didepan persidangan dan berusaha mendamaikan (akor/akur) diantara
keduanya.

2.3.3 Pihak Yang Dapat Mengajukan Dan Yang Dapat Dinyatakan Pailit
1. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit

Menentukan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan
kepailitan adalah sangat penting sekali untuk adanya kepastian hukum sehingga
hal ini akan dapat mencegah adanya penyalahgunaan hak, maksudnya orang yang
tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk itu kemudian memohon putusan
pailit. Selanjutnya untuk jelasnya mengenai para pihak yang dapat mengajukan
permohonan kepailitan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. debitur

b. seorang atau lebih kreditur

c. jaksa untuk kepentingan umum

d. Bank Indonesia jika debiturnya bank

e. Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya perusahaan efek.

Untuk permohonan pailit yang diajukan oleh debitur, apabila dilakukan
oleh debitur yang telah menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas
persetujuan suami atau istrinya (pasal 3 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1998). Tetapi
apabila tidak ada percampuran harta, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Untuk debitur perorangan, orang yang cakap bertindak hukum ialah bagi mereka
yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin, kepailitan dapat dijatuhkan. Untuk
orang yang berada dibawah pengampuan, menurut yurisprudensi (H.R. 23

September 116 dan 4 Juni 1920) yang memutuskan bahwa bilamana seorang
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kurandus berada dalam keadaan berhenti membayar, maka dia sendirilah yang

harus dinyatakan dalam keadaan pailit, bukan kuratornya.

Sedangkan untuk syarat berapa orang kreditur yang harus ada dalam
mengajukan permohonan kepailitan, ada 2 pendapat, yaitu :

1. Pendapat Kesatu (1)

Ada yang berpendapat bahwa permohonan kepailitan terhadap debitur harus
ada lebih dari satu kreditur adalah syarat mutlak untuk menyatakan pailit.
Permohonan itu biasanya diluluskan oleh hakim apabila ternyata paling sedikit
ada dua hutang yang tidak dibayar. Disamping hal tersebut ada beberapa
yurisprudensi mengenai permohonan kepailitan harus lebih dari satu kreditur,
yaitu :

a. Putusan HR. 30 September 1955, N.J. 1965,39, yang menyatakan bilamana
hanya ada satu orang kreditur saja, maka kreditur ini tidak boleh memohonkan
kepailitan bagi debitur.

b. Putusan HR. 10 April 1959, N.J. No. 232 yang menyatakan, bahwa yang
tidak membayar hutang pemohon vang sudah dapat ditagih dan disamping itu
adanya hutang-hutangnya yang lain yang terbukti dari laporan kurator
membuktikan adanya keadaan berhenti membayar.

¢. Putusan HR. 26 Januan 1940, N.J. 194-515, juga menyebutkan harus adanya
beberapa kreditur (Situmorang,1994:45).

2. Pendapat Kedua (1I)

Menurut Kartono, untuk menyatakan pailit tidak perlu selalu ada lebih
dan satu hutang dan Undang-undang Kepailitan tidak mengharuskannya, yang
diharuskan oleh Peraturan Kepailitan hanya debitur dalam keadaan berhenti
membayar.

Begitu pula menurut HE.A. Vollmar (dalam Situmorang,1994:47)
mengatakan bahwa :

“Mereka (para debitur yang berhenti membayar atau insolven)
ditempatkan dalam keadaan terlampau menguntungkan dengan cara yang
sangat tidak adil dengan menganggap bahwa mereka itu luput dari
berlakunya Undang-undang Kepailitan, karena tidak ada hutang lainnya”.
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Dalam pasal 1 ayat | Peraturan Kepailitan ditentukan antara lain :
“Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar
hutang-hutangnya, dengan putusan hakim baik atas pelaporan sendiri,
baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dapat
diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang
bersangkutan dalam keadaan pailit”.

Pada dasamya didalam undang-undang tidak ada keharusan agar ada satu
atau lebih kreditur sebagai sebagai penagih, dengan demikian seorang kredit pun
dapat saja memohon agar debitur dijatuhi putusan pailit, maka hal ini tidak
melanggar Peraturan Kepailitan, namun apabila kita melihat dalam prakteknya,
kebanyakan yang dianut adalah pendapat yang pertama (lebih dan satu kreditur).

Dalam hal permohonan pailit dilakukan oleh jaksa untuk kepentingan
umum, pihak kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan seorang debitur
bilamana dipenuhi oleh syarat-syarat adanya keadaan berhenti membayar dari
yang bersangkkutan dan berdasarkan alasan kepentingan umum. Apa yang
dimaksud dalam kategori kepentingan umum itu diserahkan kepada pendapat
hakim/pengadilan yang bersangkutan. Praktek hukum menunjukkan bahwa
kepentingan umum ada apabila tidak ada lagi kepentingan-kepentingan
perseorangan, melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius yang
mengesahkan penanganan oleh lembaga/alat periengkapan negara

Sedangkan menurut Tirtaamidjaja (dalam  Situmorang,1994:49),
menayatakan :

“bahwa pailit itu juga dapat dinyatakan atas tuntutan jaksa, tuntutan mana

harus berdasarkan alasana-alasan untuk dengan tidak menyelesaikan

urusan-urusannya, ia sedanng berusaha menggelapkan harta kekayaannya
dengan merugikan kreditur-krediturnya™.

Untuk kepailitan debitur yang merupakan bank, pengertian bank disini
mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992 tentanng perbankan, vaitu badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan-simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak. Dalam PP No. 23 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha,
pembubaran dan likuidasi bank pada pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa Pimpinan

Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank
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untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna
membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likwidasi. Jika Direksi bank
tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, pimpinan Bank
Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi
pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah
pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan efek adalah pihak yang
melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedegang efek dan
atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal.

3. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit
Yang dapat dinyatakan pailit adalah :

a. Orang perorangan
Baik laki-laki maupun 'perempuan yang telah menikah maupun belum
menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur
perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat
diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri
tersebut tidak ada percampuran harta.

b. Persernikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan
hukum lainnya.Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu ‘firma’ harus
memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara
tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

c. Perseroan-perseroan, perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan
hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenair kewenangan masing-
masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya

d. Harta Peninggalan dari seorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit
jika orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan
berhenti membayar utangnya atau harta warisannya pada saat meninggal dunia

sipewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
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2.3.4 Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham memegang
segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam
batas yang ditentukan UU Perseroan dan atau Anggaran Dasar. Sebagal pemegang
kekuasaan tertinggi dalam perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham berhak
memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari
Direksi dan atau Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat
kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya,
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat yang diamaksud harus
terletak diwilayah Republik Indonesia (pasal 64 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1995).
Keharusan dilaksanakan didalam negeri ini erat kaitannya dengan perseroan
sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum yang berkewarganegaraan
Republik Indonesia, maka Rapat Umum Pemeganng Saham harus dilaksanakan
dinegara sendiri. Wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar semata-mata
berdasarkan kehendak Rapat Umum Pemegang Saham yang disahkan atau
disetujui oleh Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan
Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang,

Ada dua macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, vyaitu RUPS
Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan diadakan setiap tahun untuk
membahas laporan tahunan yang diajukan Direksi. RUPS tahunan diadakan dalam
waktu 6 (cnam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS Tahunan, semua
dokumen perseroan yang berhubungan dengan laporan tahunan harus diajukan,
tujuannya adalah untuk memperlancar jalannya rapat. Oleh karena itu Direksi
perlu  mempersiapkannya sebelum rapat dimulai, karena tugas tersebut
berhubungan dengan pertanggungjawaban Direksi.

Untuk RUPS Lainnya, sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1995, dalam
praktek dikenal adanya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Setelah UU
No. 1 Tahun 1995 terbentuk, maka istilah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham tidak digunakan lagi, melainkan digunakan istilah Rapat Umum Pemegang
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Saham Lainnya. RUPS ini dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
Penyelenggaraannya dapat dilakukan atas permintaan satu atau lebih pemegang
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah lebih kecil yang telah
ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (pasal 66 ayat (2) UU No. 1 Tahun
1995). Pemegang saham dapat mengajukan permintaan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris (dalam hal Direksi berhalangan) dengan surat tercatat disertai
dengan alasan penyelenggaraannya. Bila disetujui, maka dalam RUPS yang
dibicarakan adalah masalah yang berkaitan dengan alasan yang tercantum dalam
permintaan tersebut. Kalau misalnya Direksi dalam melaksanakan tugasnya
menyimpang dari Anggaran Dasar perseroan, kemudian pemegang saham
mengajukan permintaan mengadakan RUPS dan direksi menolak, maka
permintaan itu dapat diajukan kepada Komisaris. Dewan Komisaris dapat
menyelenggarkan RUPS berdasarkan pasal 68 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995.

Seandainya RUPS Tahunan tidak dapat dilaksanakan oleh Direksi atau
Komisaris pada waktu yang telah ditentukan, maka para pemegang saham dapat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan
sendiri pemanggilan RUPS. Apabila ada pertentangan antara pemegang saham,
maka bila jumlah pemegang saham telah mewakilil 1/10 (satu persepuluh) dari
jumlah suara, mereka dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua
Pengadilan Negert, tetapi bila jumlah suara tidak mencapai 1/10 (satu persepuluh),
mereka tidak dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan
Negeri.

2.3.5 Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan pasal 66 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1995, maka yang
berwenang sebagai penyelenggara RUPS adalah Direksi. Sebagai penyelenggara,
Direksi wajib mempersiapkan segala hal yang berklaitan dengan kepentingan
RUPS, seperti mempersiapkan gedung, memanggil para pemegang saham,

menyediakan peralatan dan sebagainya.
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I. Tahap Penyelenggaraan Rapat Umum Pemgeang Saham
A. Pengumuman

Sebelum melakukan pemanggilan RUPS, perseroan wajib memasang
pengumuman tentang akan diadankannya Rapat Umum Pemegang Saham.
Maksud dan dilakukannya pengumuman tersebut adalah untuk member
kesempatan kepada pemegang saham untuk memben usul kepada Direksi dengan
tujuan untuk menambah acara RUPS. Pengumumam dilakukan melalut surat
kabar harian selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sebelum pemanggilan
RUPS dilakukan.

B. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pemegang saham dilakukan 14 (empat belas )
hari sebelum rapat diselenggarakan. Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan
surat tercatat. Hal ini dimaksudkan agar penginmannya lebih terjamin, karena ada
bukti tentang pengiriman surat tersebut. Tetapi apabila pemanggilan tidak
dilakukan dengan surat tercatatpun dan kurang damt 14 (empat belas) harn,
keputusan RUPS tetap sah apabila dihadini oleh seluruh pemegang saham dengan
hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat (pasal 69 ayat (1).

Dalam surat panggilan RUPS dicantumkan pula tentang tanggal, waktu dan
tempat dan acara rapat disertai pemberitabuan bahwa yang akan dibicarakan
dalam RUPS tersedia dikantor perseroan secara cuma-cuma mulai han
diadakannya pemanggilan sampai dengan hari RUPS diadakan.

Untuk tahap pemanggilan, apabila Direksi berhalangan, sehingga Direksi
tidak dapat atau tidak bersedia melakukan pemanggilan, maka pemanggilan
terhadap para pemegang saham tersebut dapat dilakukan oleh Komisaris, karena
berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan
tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu.

C. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, seorang pemegang
saham dapat datang sendini atau dapat pula diwakili oleh kuasanya dengan kuasa
tertulis. Pemegang saham yang berhak menghadini RUPS adalah pemegang saham
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yang mempunyai hak suara yang sah dan masing-masing menggunakan hak
suaranya tersebut. Dalam pelaksanaan RUPS, korum yang dicapai adalah
pemegang saham yang lebih dari ' (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar perseroan atau Undang-
undang menentukan lain. RUPS tidak dapat dilaksanakan jika jumlah korum tidak
tercapai (pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 1995).

Apabila jumlah korum tersebut tidak tercapai, maka dilakukan
pemanggilan RUPS kedua dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua dilaksanakan. Penyelenggaraan RUPS kedua dilaksanakan
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hani dari
RUPS pertama. Dalam RUPS kedua, jumlah korum yang harus dicapai adalah 1/3
(satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan jika
RUPS kedua inipun tidak tercapai pula, maka perseroan dapat mengajukan
permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum pada
RUPS berikutnya.

Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar adalah sah apabila
pemegang saham yang hadir mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah suara tersebut. Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka dalam RUPS
kedua keputusan sah apabila pemegang saham yang hadir mewakili paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh suara terbanvak dari jumlah suara tersebut. Untuk penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan
RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara vang sah dan disetujui oleh paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari
jumlah suara tersebut.

Sedangkan untuk penyelenggaraan RUPS lainnya, apabila Direksi ataupun
Komisaris menolak permohonan dari para pemegang saham tersebut, maka pada
mereka diberi wewenang untuk menyelenggarakan RUPS dengan cara
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan

pemanggilan RUPS. Ketua Pengadilan Negen yang daerah hukumnya meliputi
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tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk
melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang
saham, apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya. Dalam
hal ini Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu
pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan UU
atau Anggaran Dasar. Dan bila RUPS lainnya ini diselenggarakana, maka Ketua

Pengadilan Negeri ddapat memerintahkan Direksi atau Komisaris untuk hadir.

Dan untuk perihal permohonan tersebut, penetapan hakim tentang RUPS ini

adalah bersifat final, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding

ataupun kasasi. Dengan diucapkannya penetapan permohonan pemegang saham
tersebut, maka penetapan hakim langsung memperoleh kekuatan hukum yang
tetap.

Apabila suatu RUPS diselenggarakan maka Direksi wajib membuat
risalah RUPS dan dibubuhi tanda tanngan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu)
orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Direksi wajib
menyimpan tulisan tentang jalannya acara dan hasil rapat tersebut dikantor
perseroan sebagai dokumen. Apabila penyelenggaranya bukan dilakukan oleh
Direksi melainkan oleh Komisaris ataupun pemeganng saham, maka risalah
RUPS dibuat oleh pihak yang menyelengarakan, tetapi Direksi tetap wajib
menyimpan risalah tersebut.

Untuk pengambilan keputusan pada RUPS selalu diutamakan musyawarah
untuk mufakat dan apabila cara tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka
digunakan jalan pengambilan suara terbanyak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 74
UU No. 1 Tahun 1995, yaitu :

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak biasa dari jumlah suara yanga adikeluarkan secara sah, kecuali UU
ini dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil

berdasarkan suara yang lebih besar dan suara terbanyak biasa.
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Suara terbanyak biasa yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok
suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam
pemungutan suara tersebut. Sedangkan dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS
vang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan
kelangsungan atau sifat suatu perseroan, Undang-undang atau Anggaran Dasar
dapat menetapkan suara terbanyak yang mendasar daripada suara terbanyak bisa,
vaitu suara terbanyak mutlak (absolute majority) atau suara terbanyak khusus
(qualified/special majority). Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang
lebih dari setengah dari jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut.
Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara
pasti jumlahnya seperti 2/3 (dua pertiga), 3/5 (tiga perlima) dan sebagainya.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Yang Mendasari Dilakukannya Permohonan Kepailitan Tanpa Melalui
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Suatu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum didalam melakukan
tindakan-tindakan hukumnya selalu diwakili oleh pengurus, yaitu orang
perorangan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan
kepengurusan perseroan tersebut dilakukan oleh Direksi. Direksi perseroan tidak
harus selalu satu orang, melainkan dapat terdini dari beberapa orang. Karena itu
sesuai dengan aturan pasal 83 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, maka yang
berwenang mewakili perseroan tidak selalu Direktur Utama, melainkan setiap
orang yang diangkat menjadi anggota Direksi. Meskipun demikian, apabila dalam
Angaran Dasar ditentukan bahwa hanya Direktur Utama saja yang berhak
mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili.

Berdasarkan pasal 1 butir 4 UU No. 1 Tahun 1995, dapat diketahui bahwa
ada dua tugas yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1995 pada Direksi, yaitu
tugas pengurusan perseroan dan menjalankan perwakilan. Dua tugas yang
diamanatkan oleh Undang-undang tersebut merupakan kewenangan otonom
Direkst. Oleh karena itu pemegang saham tidak diperkenankan mencampur kedua
tugas tersebut atau dengan kata lain Direksi dalam menjalankan tugasnya adalah
semata-mata untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan
pemegang saham mayoritas. Pemberian kedudukan otonom pada Direksi ini untuk
melakukan pengurusan demi kepentingan perseroan diatur oleh Undang-undang,

Salah satu wewenang Direksi sebagali pengurus perseroan adalah
mengajukan permohonan pemyataan pailit kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukum perseroan. Pengajuan permohonan pernyataan
pailit harus berdasarkan keputusan dan diketahui oleh Rapat Umum Pemegang
Saham. Direksi tidak dapat memutuskan sendiri putusan kepailitan tesebut. Tetapi
selain Direksi, pemegang saham juga mempunyai hak untuk mengajukan

permohonan pemeriksaan atas perseroan kepada Pengadilan.
23
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Pada pasal 110 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995, menyebutkan bahwa
“Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila
mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemegang saham juga dapat
mengajukan permohonan kepailitan atas perseroan, apabila untuk hal tersebut
terdapat cukup alasan.

Tetapi apabila didasarkan pada pasal 90 ayat (1) UU No. Tahun 1995,
yvang menyebutkan bahwa :

“Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar

Perseroan  dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS)”.

Dengan demikian ada suatu aturan yang sangat tegas tentang pengajuan
permohonan kepailitan. Oleh karena itu, apabila pengajuan permohonan kepailitan
dilakukan tanpa adanya suatu persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), maka permohonan tersebut dapat dimintakan pembatalannya.

Dari uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta yang ada. maka
pada dasarnya pengajuan permohonan kepailitan yang dilakukan oleh Ir. Wu Kuo
Wah dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa dan
juga sebagai salah satu pemegang saham perseroan adalah berdasarkan pasal 110
ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995.

Selain dari hal tersebut diatas, terdapat adanya suatu keadaan vang dapat
membahayakan bagi perseroan, sehingga untuk mengatasi keadaan yang
demikian, maka Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa tersebut mengajukan
permohonan pailit kepada Pengadilan Negeni. Kewenangan mengadili oleh
Pengadilan Negeri pada kasus tersebut dikarenakan pada wakty pengajuan
permohonan oleh pemohon pailit, UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
belum berlaku, schingga dasar hukum vyang digunakan adalah Peraturan
Kepailitan yang lama (Faillissement Verordening).

Selanjutnya apabila ditelusuri lebih cermat lagi, keadaan berhenti

membayar pada PT Bintang Laju Sentosa adalah dikarenakan adanya kelalaian
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dalam pengurusan perseroan, yang dibuktikan dengan adanya perselisihan antara
para anggota Direkst vang telah merugikan perseroan.

Apabila dihubungkan dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu
sedikitnya ada satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka hal
tersebut dapat dijadikan suatu alasan yang mendasar untuk pengajuan permohonan
kepailitan oleh Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa. Pengajuan permohonan
tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan bukan oleh Direksi, dikarenakan
dalam keanggotaan Direksi terdapat suatu perselisihan yang terus menerus.

Alasan lain yang digunakan oleh Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa
dalam mengajukan permohonan kepailitan tersebut tanpa adanya suatu keputusan
dari Rapat Umum Pemegang Saham adalah karena Rapat Umum Pemegangu
Saham tersebut tidak dapat terselenggara. Bila didasarkan pada pasal 75 dan 76
UU No. 1 Tahun 1995 vang mengatur tentang korum yang harus dicapai dalam
suatu Rapat Umum Pemegang Saham dan juga pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995
tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pada kasus yang
terjadi pada PT Bintang Laju Sentosa tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham
tidak dapat dilakukan, karena korum yang disyaratkan tidak tercapai dan tidak
memenuhi syarat tentang tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
Tetapi karena keadaan perusahaan vang terus menerus merugi, maka Direktur
Utama, vaitu Ir. Wu Kuo Wah, mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan
Negeri dengan tujuan untuk kepentingan perseroan dalam kapasitasnya sebagai
pengurus perseroan, karena kelangsungan hidup perseroan adalah tanggung

jawabnya.

3.2 Proses Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam Perseroan Tebatas
adalah tanggung jawab pemegang sahamnya hany terbatas pada nilai saham yang
dimilikinya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama perseroan. Adanya karakteristik yang demikian itu menjadi salah satu

sebab banyaknya orang yang mendirikan badan usaha dengan bentuk perseroan,
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karena dengan konstruksi ini seseorang dapat memperkecil resiko kerugian vang
mungkin timbul.

Dalam setiap perjanjtan yang dibuat, para pihak selalu menghendaki agar
perjanjian tersebut dapat berjalan sempurna dan dilakukan secara sukarela. Tetapi
adakalanya suatu perjanjian itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tidak tertutup kemungkinan ada perseroan dalam menjalankan kegiatan
usahanya mengalami kerugian, sehingga Perseroan Terbatas tersebut tidak mampu
sama sekali untuk membayar hutang-hutangnya. Dapat diduga akibatnya
Perseroan Terbatas yang demikian akan dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik
atas permintaannya sendiri atau atas permintaan para krediturnya.

Pada dasarnya proses kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas adalah
sama dengan proses kepailitan terhadap debitur-debitur pailit yang lain. Secara
prosedural, kepailitan terhadapa Perseroan Terbatas dapat diuraikan sebagai
berikut :

1. Yang berwenang mengajukan permohonan kepailitan

Untuk kepailitan terhadap Perseroan Terbatas, permohonan pemyataan
pailit dilakukan oleh Direks: sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham dengan hasil suara yang sah dan dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit % (tiga perempat) bagian dan seluruh saham dengan hak
suara vang sah dan disetujui oleh paling sedikit % (tiga perempat) bagian dan
jumlah suara tersebut.

2. Mengenai kewenangan mengadili

Sebelum diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan,
maka yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum debitur. Dengan
diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1998 tersebut, maka yang berwenang mengadili
perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi
daerah tempat kedudukan hukum debitur. Direksi dapat mengajukan permohonan
pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Kemudian Panitera
menyampaikan permohonan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam
jangka waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan
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didaftarkan. Dalam permohonan tersebut harus memuat nama dan tempat
kediaman masing-masing pesero juga para krediturnya.
3. Waktu pemeriksaan kepailitan
Setelah permohonan diterima oleh ketua Pengadilan Niaga yang
berwenang, dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal permohonan diajukan,
maka Pengadilan dapat menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang
Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan secara cepat dalam rapat
permusyawaratan dengan majelis hakim. Sidang pemeriksaan atas permchonan
pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua
puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam tahap
pemeriksaan ini akan diketahui apa yang menyebabkan perseroan tidak mampu
lagi membayar hutang-hutangnya. Apabila ada peermohonan dari debitur dan
berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan
sidang sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima ) hari terhitung sejak
tanggal permohonan didafiarkan. Pada waktu pemeriksaan, apabila ternyata
semua persyaratan untuk dinyatakan pailit terpenuhi, maka pengadilan dapat
menjatuhkan putusan pailit. Hakim pengadilan dapat memanggil debitur dalam
hal permohonan pernvataan pailit diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan
bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan
oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama
diselenggarakan.
4. Pelaksanaan putusan kepailitan
Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan,
pengadilan atas permohonan kreditur dapat :
a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan
debitur,
b. menunjuk kurator sementara untuk :
a. mengawasi pengelolaan usaha debitur
b. mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan
kekayaan debitur vang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan

kurator.
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Permohonan tersecbut dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan untuk
melindungi kepentingan kreditur.

Pernvataan putusan pailit harus diucapkan dalam sidang vang terbuka
untuk umum. Putusan permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han terhitung sejak tanggal
permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung
sejak tanggal putusan atas permohonan pernyatan pailit ditetapkan, pengadilan
wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada :
debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta
Hakim Komisaris, salinan putusan pengadilan yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Dalam hal debitur atau
kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lainnya kepada pengadilan,
maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Dalam jangka waktu
paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan,
kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam
sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim
Pengawas, hal-hal sebagai berikut :

a. ikhtisar puitusan pernyataan pailit

b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur

c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila
telah ditunjuk

d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur

e. 1dentitas Hakim Pengawas.

Apbila pengadilan telah menunjuk kurator dan Hakim Komisaris, maka
kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas
harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan
kembali.

Sedangkan Hakim Komisaris berwenang untuk mengawasi kurator/Balai
Harta Peninggalan apakah mereka ini melaksanakan tugasnya sebagaimana
seharusnya, disamping itu juga memberi nasihat atau peringatan kepada

kurataor/Balai Harta Peninggalan.
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Setelah pengadilan memutuskan bahwa debitur dinyatakan pailit, maka
semua barang yang dimilki debitur diletakkan sita dan diurus oleh kurator. Atas
barang-barang vang disita tersebut, kemudian dilelang dan hasilnya dibagikan
kepada kepada para kreditur sesuai dengan perbandingan piutang masing-masing.

Dengan dinyatakannya putusn pailit, maka debitur demi hukum
kehilangan haknya untuk berbuata bebas terhadap harta kekayaannya, yang
termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai
hari tersebut, yaitu pada waktu putusan dijatuhkan/ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka semua perbuatan hukum debitur terhadap
pihak ketiga adalah menjadi tanggung jawab kurator. Apabila pada saat putusan
pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru
sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian
tersebut dapat meminta kepada kreditur untuk memberikan kepastian tentang
kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka watu seperti yang telah
disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Apabila dalam jangka waktu seperti
yang telah ditetapkan oleh Hakim Komisaris tersebut kurator tidak memberiokan
jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka
perjanjian berakhir dan pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi dan
akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren. Apabila kurator menyatakan
kesanggupannya, maka pihak tersebut dapat meminta kurator untuk membrikan
jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.

Kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas bukan berarti perseroan
tersebut langsung dapat dinyatakan bubar, karena apabila masih terdapat adanya
hasil penjualan lelang atas budel pailit yang dapat digunakan untuk biaya
perusahaan, maka perusahaan tersebut masih dapat berlanjut. Begitu pula apabila
terjadi akoor/akur, maka kepailitan berakhir dan kemungkinan perusahaan
tersebut masih dapat beroperasi. Akur dapat terjadi bilamana sipailit menawarkan
kepada krediturnya, bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah
tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhannya) atau dapat juga terjadi
bilamana sipailit menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan

diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.
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3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam
Putusan Nomor 013 K/N/1999

Terkabul tidaknva suatu permohonan kasasi disamping bergantung secara
formal (yaitu tentang tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan
permohonan kasasi), didasarkan pula pada syarat-sayarat materiil yaitu tentang
alasan-alasan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung. Apabila dalam pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung
tidak melihat adanya kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon
dan Mahkamah Agung sendiri tidak melihat adanya alasan-alasan lain untuk
membatalkan putusan yang dimintakan kasasi, maka sudah barang tentu
Mahkamah Agung tidak dapat mengabulkan permohonan kasasi yang
bersangkutan.

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pemohon kasasi untuk meminta
Mahkamah Agung melakukan kasasi atau meminta Mahkamah Agung melakukan
pemeriksaan kasasi atau putusan yang dimintakan kasasi oleh pemohon tersebut
antara lain :

a. tidak berwenang atau melalmpaui batas wewenang

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

c. lalai memenuhi syarat-svarat vang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan vang
bersangkutan.

Seperti halnya putusan-putusan yang dijatuhkan terhadap perkara-perkara
perdata lainnya, putusan yang dijatuhkan kepada Direktur Utama PT Bintang Laju
Sentosa, vaitu menolak permohonan pemohon Ir. Wu Kuo Wah yang bertindak
dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham PT
Bintang Laju Sentosa tersebut dengan menggunakana alasan-alasan dasar-dasar
pertimbangan, sehingga putusan yang diajtuhkan oleh hakim kepada Termohon
Kasasi dirasakan adil, baik oleh Termohon, Pemohon, pencarn keadilan maupun
oleh masyarakat. Pada Putusan Nomor 013 K/N/1998 tersebut, dasar-dasar

pertimbangan yang digunakan hakim adalah :


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Al

Menimbang, terlebih dahulu bahwa meskipun permohonan kasasi diajukan

pada saat berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998, akan tetapi karena perkara i

diproses dan diputus berdasarkan Faillissement Verordening, maka tenggang

waktu pengajuan permohonan kasasi berlaku UU No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon

kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Salah menerapkan hukum tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan
pailit menurut UU No. 1 Tahun 1995 ;

(S

142

bahwa Pemohon Pailit/Termohon Kasasi mengajukan permohonan pailit
sebagai Direktur Utama dan sebagai Pemegang Saham, dengan mengacu
pada UU No. 1 Tahun 1995 ;

bahwa meskipun benar pemohon pailit adalah Direktur Utama PT Bintang
Laju Sentosa, namun dalam hal mengajukan permohonan pailit harus
mendapat persetujuan para pemegang saham dalam satu RUPS (pasal 67,
68, 69 dan 70 UU No. 1 Tahun 1995).

bahwa pemohon pailit dalam mengajukan permohonan pailit tidak pernah
mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham bahkan tidak pernah
mengadakan rapat umum pemegang saham.

Salah menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian

bahwa Judex Factie dalam pertimbangannyva mempertimnangkan bahwa
jumlah kreditur dari Pemohon adalah 40, tetapi yang dipanggil kemuka
persidangan untuk didengar keterangannya hanya satu kreditur, yaitu PT
Justus Kimia Raya, yang hanya mempunyai tagihan sebesar RP 13.
000.000.- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa dimuka persidangan justru kreditur PT Justus Kimia Raya tidak
menyetujui apabila Pemohon ic. PT Bintang Laju Sentosa dinyatakan

pailit.

Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo :

bahwa putusan dijatuhkan pada tanggal 21 Agustus 1998 berarti bahwa
pada saat putusan dijatuhkan, Perpu No. 1 telah berlaku efektif.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- bahwa dengan demikian vang berwenang mengadili perkara ini adalah
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah
Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan kasasi ad. 3 karena ini
mengenai keberatan terhadap kewenangan mengadili perkara.

Mengenai keberatan ad.3

- bahwa permohonan pailit terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negen
Bale Bandung pada tanggal 1 Juli 1998 dan putusn dijatuhkan pada
tanggal 20 Agustus 1998 ;

- bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 1998 diundangkan pada tanggal 22 April
1998 dan berlaku efektif pada tanggal 20 Agustus 1998, tanpa peraturan
peralihan ;

- bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal
28 ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 baru diresmikan pada tanggal 20
Agustus 1998 :

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun putusan perkara a quo
diputuskan pada saat Perpu No. 1 Tahun 1998 telah berlaku secara efektif, namun
karena  perkara telah diajukan. dan diproses berdasarkan. Faillissement
Verordeningvang menentukan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara
kepailitan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal debitur ic. Debitur PT Bintang
Laju Sentosa berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negen Bale
Bandung, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale
Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Mengenai keberatan ad. 1

bahwa keberatan ini dapat dibeparkan karena Judex Factie telah salah
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan pailit dalam kualitasnya sebagai
Direktur Utama PT Bintang Laju Sentosa dan sebagai pemegang saham
dengan mengacu pada pasal 110 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1995, sedangkan ketentuan tersebut hanya memberikan kewenangan

kepada pemegang saham dengan hak suara yang sah untuk mengajukan
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permohonan kepada Pengadilan untuk diadakan pemeriksaan perseroan

dalam hal sebagaimana dimaksud dalan pasal 110 ayat 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1995 ;

- bahwa karena vang dimohonkan pailit adalah PT Bintang Laju Sentosa
sebagai Badan Hukum, maka berdasar pasal 90 ayat 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa permohonan kepailitan hanya
dapat diajukan oleh Direksi atas persetujuan RUPS ;

- bahwa dari bukti vang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa RUPS tidak
pernah dilakukan karena dua orang pemegang rapat tidak pernah hadir
sehingga rapat tidak memenuhi korum, bahkan panggilan rapat tidak
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 73, karena panggilan
tidak memenuh! tenggang waktu serta tidak pernah diumumkan melalui
surat kabar ;

- bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan pailit tanpa mendapat
persetujuan dari RUPS sehingga dengan demikian Pemohon tidak berhak
untuk mengajukan permohonan pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tanpa perlu
mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Negeri Bale
Bandung tanggal 20 Agustus 1998 Nomor 41/PDT.P/1998/PN.BB tidak dapat
dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili
sendir perkara im.

Dari uratan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa
dasar pertimbangan putusan hakim tersebut adalah tepat. Mal im dikarenakan
permohonan kepailitan vang diajukan belum sampai pada waktu Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1998 diundangkan dan berlaku efektf, sehingga Mahkamah
Agung menggunakan peraturan perundangan yang lama. Meskipun putusan
dijatuhkan pada saat Perpu Nomor 1 Tahun 1998 telah berlaku, tetapi karena pada
saat permohonan diajukan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut belum berlaku
maka Mahkamah Agung dalam memenksa perkaranya menggunakan peraturan

vang lama (Faillissement Verordening).
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Mengenai kewenangan mengajukan permohonan kepailitan, apabila
didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, keputusan
Mahkamah Agung vang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung
tersebut telah sesuai, karena berdasarkan pasal 90 UU Nomor 1 Tahun 1995,
permohonan kepailitan yang dilakukan oleh Direksi haruslah mendapat
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan jumlah suara yang sah.

Sedangkan mengenai pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Bale Bandung dalam memeriksa perkara tersebut, yaitu mengenai jumlah kreditur
dari PT. Bintang Laju Sentosa tersebut, bahwa jumlah kreditur keseluruhan adalah
40 (empat puluh), tetapi yang diminta keterangan hanya satu kreditur saja.
Seharusnya Pengadilan Negeri Bale Bandung dapat menghadirkan para kreditur
tersebut, baik kreditur prefern maupun kreditur konkuren dan bukan hanva satu
kreditur saja. Dari hal tersebut, maka putusan pembatalan permohonan kepailitan

yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah sesuai.
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4.4 Kajian

Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
013/K/N/1999 mengenai pembatalan putusan permohonan pernyataan pailit yang
diajukan oleh Ir. Wu Kuo Wah yang berkedudukan sebagai pengurus PT. Bintang
Laju Sentosa sekaligus pada waktu pengajuan permohonan kepailitan tersebut
berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Bintang Laju Sentosa adalah telah
benar, karena permohonan tersebut tidak dilakukan melalui suatu Rapat Umum
Pemegang Saham seperti yang telah diatur dalam pasal 90 ayat 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1995 yang menegaskan bahwa suatu pernyataan pailit yang
diajukan oleh Direksi suatu perseroan haruslah melalui Rapat Umum Pemegang
Saham.

Suatu pernyataan pailit dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat
untuk debitur dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditegaskan
dalam UU Nomor 4 Tahun 1998. Apabila syarat-syarat pailit tersebut tidak
dipenuhi, maka permohonan pailit tidak dapat dikabulkan. Sedangkan syarat dari
pengajuan kepailitan terhadap suatu Badan Hukum, pelaksanaan permohonan
kepailitannya harus dilakukan dengan melalui persetujuan dari para pemegang
sahamnya.

Berkaitan dengan fakta vang ada pada PT. Bintang Laju Sentosa tersebut,
vaitu pelaksanaan pengajuan permohonan kepailitan terhadap suatu Perseroan
Terbatas yang dilakukan dengan menyimpangi ketentuan pasal 90 UU Nomor
1 Tahun 1995, dimana kewenangan Direksi dalam hal pengajuan kepailitan telah
ditentukan dengan jelas, maka dalam perkara tersebut dapat dimintakan suatu
pembatalan. Apabila tidak ada atau tidak dilaksanakannya suatu Rapat Umum
Pemegang Saham dalam hal kepailitan, maka Direksi tidak mempunyai hak dan
wewenang dalam pengajuan permohonannya.

Sedangkan mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri, hal
ini dikarenakan pada saat pengajuan permohonan kepailitan tersebut dilaksanakan
sebelum berlakunya Perpu Nomor | Tahun 1998, sehingga dalam hal ini
Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkaranya, bukan

Pengadilan Niaga, meskipun pada saat putusan tersebut dijatuhkan Perpu Nomor
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1 Tahun 1998 mulai berlaku dan juga Pengadilan Niaga telah diresmikan, tetapi
karena pemeriksaan perkara terscbut berdasarkan peraturan yang lama, maka

ketetapan putusan diadasarkan pada peraturan kepailitan yang lama.
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BAB IV it
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Pengajuan permohonan kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas yang
dilakukan oleh Direksi sebagai salah satu organ perseroan dan juga sebagai
pengurus perseroan tanpa melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham
sebagai organ perseroan tertinggi adalah berdasarkan pada pasal 110 ayat
(3)UU Nomor 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang hak-hak dari para
pemegang saham.

2. Permohonan kepailitan vang dilakukan oleh Direksi suatu Badan Hukum
dengan menyimpangi ketentuan pasal 90 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1995
dilakukan karena perseroan vang menjadi tanggung jawabnya terus menerus
berada dalam kerugian, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diajukan
permohonan kepailitan, sesuai dengan ketentuan pasal 82 dan 85 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab
Direksi terhadap perseroan

3. Dasar dari dikabulkannya permohonan pemnyataan pailit oleh Pengadilan
Negeri terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh Direktur Utama
P.T. Bintang Laju Sentosa adalah karena syarat-syarat untuk suatu debitur
dapat dinyatakan pailit telah terpenuhi, schingga Pengadilan Negen
memutuskan bahwa Badan Hukum tersebut berada dalam keadaan pailit.

4. Putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh
Jaja Suparman scbagai salah seorang anggota Direksi sekaligus sebagai
pemegang saham dengan mengabulkan permohonan tersebut adalah karena
bukti-bukti vang diajukan oleh pemohon kasasi untuk pembatalan pernyataan

pailit terhadap perseroan telah terpenuhi, sehingga tanpa mempertimbangkan
lagi hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut.
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4.2 Saran

1

(OS]

Meskipun Direksi merupakan salah satu pemegang saham dalam perseroan,
tetapi dalam hal pengajuan permohonan kepailitan ataupun pengajuan
permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, harus mencapai 1/10 (satu
persepuluh) dari jumlah keseluruhan suara yang sah. Apabila jumlah tersebut
tidak tercapai, maka pemegang saham tidak dapat mengajukan permohonan
atas pemeriksaan terhadap perseroan.

Apabila Dircksi mengetahui bahwa keadaan suatu perseroan yang
dipimpinnya (dikelolanya) mengalami kemunduran dan tidak dapat
dipertahankan lagi, maka dia sebagai pengurus perseroan seharusnya dengan
segera mengadakan suatu rapat umum dengan para pemegang saham untuk
bersama-sama menyelesaikan permasalahan dalam perseroan, sehinggasenua
tindakan Direksi tidak menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Dasar
perseroan dan juga peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995,
khususnya pasal 90.

Hendaknya dalam setiap tindakan hukum Direksi harus berlandaskan pada
peraturan hukum yang berlaku secara cermat dan teliti, terutama dalam hal
pengajuan permohonan kepailitan terhadap sebuah perseroan, begitupun
mengenai tempat pengajuan permohonan kepailitan tersebut, apakah suatu
Pengadilan Negeri berwenang atau tidak terhadap suatu permohonan
kepailitan, karena setelah diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1998 yang
berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga, bukan
Pengadilan Negeri, menskipun dalam UU Nomor I Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa yang berhak memeriksa Perseroan
adalah Pengadilan Negeri yang kedudukan hukumnya meliputi tempat
kedudukan hukum perseroan.

Hakim dalam setiap putusannya hendaknya mempertimbangkan dengan
cermat dan teliti terhadap perkara yang diadilinya, juga harus dapat
mendengar dan mempelajari keterangan para pihak dengan adil, sehingga

dapat ditetapkan suatu putusan yang adil bagi semua pthak.
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KEPAILITAN

HUBUNGAN HUKUM -
PERKARA KEPAILITAN DAN R.U.P.S.

KASUS POSISI :

P.T. BINTANG LAJU SENTOSA, disingkat PT. BINTANG yang
berlokasi di Kab. Bandung, bergerak dibidang perdagangan obat-
obatan dan bahan Kimia pencelupan textil.

PT. BINTANG L.S. tersebut dibawah management para pemegang
sahamnya yaitu : '

- Direktur Utama Ir. Wu Kuo Wah

- Direktur = Jaja Suparman

- Komisaris Utama Wahyu Iskandar

Perusahaan ini semula berjalan dengan baik, namun sejak Oktober
1997, kegiatan dagangnya telah berhenti secara total, karena adanya
perselisihan antara para Direksi, yang sulit di selesaikan.

Akibat perselisihan yang berkepanjangan tersebut, maka
pemasukan keuangan keperusahaan pun menjadi terheni dan
banyak hutang PT. Bintang yang tidak dapat dibayar.

Dalam keadaan berhenti membayar hutang tersebut maka PT.
Bintang yang diwakili oleh Direktur Utamanya : Ir. Wu Kuo Wah

pada Juni 1998 mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri

Bale Bandung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

- Bale Bandung tanggal 1 Juli 1998 No. 41/Pdt.G/1998/PN.BB, yang

petitum permohonannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan. ’

2. ' Menyatakan PT. Bintang Laju Sentosa berkedudukan di Kab.
Bandung, dalam keadaan pailit.

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Komisaris.

4. Membagikan/membayarkan kepada para Kreditur seiuruh
Kekayaan dan piutang pemohon dalam daftar terlampir.

PENGADILAN NEGERI :

Haklm Tunggal yang memeriksa permohonan ini dalam
pertimbangan hukumnya mengemukakan pendlrlan hukum yang
pokoknya sebagai berikut :

Berdasar pasal 7 Peraturan Kepalluan atau Faillissements

-

S A NI A
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verordening jo pasal 5 Undang-undang No.7 tahun 1995 tentang

‘Perseroan Terbatas, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung

‘berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini karena

pemohon berkedudukan diwilayah Kab. bandung yang merupakan

~ wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung.

e Syarat untuk dapat terjadinya suatu kepailitan adalah :

1. Yang berwenang memeriksa permohonan pailit adalah
Pengadilan Negeri tempat kedudukan Debitur.

2. Dalam permohonan tersebut ada lebih dari seorang kreditur.

' 3. 'Debitur dalam keadaan berhenti membayar.

e Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan satu sama
lain dengan keterangan Kreditur didalam sidang, Pengadilan Negeri
berkesimpulan bahwa pemohon telah berada dalam keadaan riil
berhenti membayar, ex pasal 6 (5) Faillissements verordening.

e Berdasar pertimbangan diatas, maka permohonan kepailitan ini,
tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka dapat di-
kabulkan, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon :

- Menyatakan Pemohon P.T. Bintang Laju Sentosa berkedudukan
di Kab. Bandung, berada daiam keadaan pailit.

- Mengangkat Sdr. Ayub O. Taulo, SH Hakim Pengadilan Negeri
Bale Bandung, sebagai Hakim Komisaris.

- Menunjuk BALAI HARTA PENINGGALAN di Jakarta sebagai
Pengampu dengan tugas melakukan pengurusan dan
pemberesan atas HARTA PAILIT dibawah pengawasan Hakim
Komisaris. :

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu,
walaupun ada verzet banding ataupun kasasi.

- o ;AR GAGEY S0 T, .. dst.

MAHKAMAH AGUNG Rl :

e JazjaSuparman, Direktur PT. BINTANG menolak putusan Pengadilan
Negeri Bale Bandung tersebut diatas, dengan alasan, permohonan
Kepailitan terhadap PT. BINTANG yang diajukan oleh Direktur-

. Utama, Ir. Wu Kuo Wah, pemegang saham, dengan mengacu pada
Undang-undang No. 1/Tahun 1995 seharusnya mendapat
persetujuan lebih dulu dari para pemegang saham lainnya yang
akan diputuskan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham - ex
pasal 67 s/d 70 UU No.1/1995. Dalam permohonan pailit a-quo
terbukti, tidak pernah mendapat persetujuan dari para pemegang
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saham PT. BINTANG dalam R.U.P.S. .
Disamping itu, yang berwenang memeriksa dan mengadili
permohonan pailit ini adalah Pengadilan Niaga di Jakarta ex PERPU
No. 1 tahun 1998, yang telah berlaku secara efektif pada saat
putusan permohonan ini dijatuhkan, tanggal 21 Agustus 1998.
Demikian inti pokok alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon
kasasi, Jaja Suparman, Direktur "PT. BINTANG L.S" atas putusan
Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut diatas.

e - Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara Kasasi ini dalam

putusannya berpendapat yang intisarinya sebagai berikut :

e Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili
perkara permohonan kepailitan ini dengan alasarn bahwa meskipun

~ permohonan ini diputus oleh Judex facti pada saat PERPU No. 1
tahun 1998, tentang Pengadilan Niaga telah berlaku secara efektif,
namun karena perkara ini telah diajukan pada-1 Juli 1998 dan
diputus 20 Agustus 1998 serta diproses berdasar atas Faillissements
verordening, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. .

e Meskipun Judex facti dinyatakan berwenang mengadili

- permohonan Kepailitan ini, namun masih menjadi masalah hukum,
apakah permohonan secara juridis dapat dikabulkan ?

e Majelis Mahkamah Agung berpendirian bahwa Judex facti dinilai
telah salah menerapkan hukum, dalam perkara ini, dengan alasan
juridis, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pailit dalam
kualitasnya sebagai Direktur Utama PT. BINTANG dan sebagai
pemegang saham dengan mengacu pada pasal 110 (3) UU No.1
tahun 1995. Namun menurut pasal 90 (1) UU No. 1 tahun 1995
telah ditentukan bahwa permohonan kepailitan hanya dapat
diajukan oleh Direksi atas persetujuan R.U.P.S. (Rapat Umum
Pemegang Saham).

e Dari bukti yang diajukan, ternyata bahwa R.U.P.S. tidak pernahi
dilakukan karena dua orang pemegang saham lain, tidak pernah
hadir, sehingga quorum RUPS tidak terpenuhi dan panggilan Rapat
- RUPS - tidak memenuhi syarat ex pasal 73.

e Oleh karena pemohon mengajukan permohonan pailit tanpa
mendapat persetujuan dari R.U.P.S., maka Pemohon tidak berhak
untuk mengajukan permohonan pailit.

e Akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan membatalkan
putusan Pengadilan Negeri Bale Bandurig No. 41/Pdt.P/1998/PN.B.B
dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar : Menoiak
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permohonan pemohon Ir. Wu Kuo Wah, yang bertindak dalam
jabatannya sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham,
atas kepailitan PT. BINTANG LAJU SENTOSA.

CATATAN :

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat
"Abstrak Hukum® sebagai berikut :

Permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengad:lan Negeri Bale
Bandung dengan mengacu pada Faillissements verordening jo UU
No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, sebelum terbitnya PERPU
No. 1 tahun 1998 dan diputus oleh Pengadilan Negeri bersamaan
waktunya dengan mulai berlakunya secara efektip PERPU No. 1
tahun 1998, maka putusan Pengadilan Negeri tentang Kepailitan
tersebut adalah syah karena Pengadilan Negeri tersebut berwenang
untuk mengadili perkara tersebut, bukan Pengadilan Niaga.
Suatu permohonan kepailitan terhadap suatu Badan Hukum dengan
mengacu pada Faillisements verordening dan UU No. 1tahun 1995
(Perseroan Terbatas), maka menurut pasal 90 UU No. 1tahun 1995
disyaratkan adanya persetujuan dari R.U.P.S. (Rapat Umum
Pemegang Saham). Akibat Juridisnya, bilamana tidak ada R.U.P.S
tentang hal tersebut, maka Direksi Badan Hukum tersebut, adalah
tidak berhak mengajukan permohonan kepailitan terhadap Badan
Hukum tersebut kepada Pengadilan seperti yang terjadi dalam
kasus ini.

Demlman catatan darl kasus ini.

(Ali Boediarto)

Pengadilan Negeri Bale Bandung
No. 41/Pdt.P/1998/PN.BB, tanggal 20 Agustus 1998

Mahkamah Agung Rl:
No. 031.K/N/1999, tanggal 8 Juni 1999

- Majelis terdiri dari para Hakim Agung : J. DIOHANSJAH, SH

selaku Ketua Sidang didampingi anggota : SOEKIRNO, SH dan
Ny. Hj. MARNIS KAHAR, SH serta Panitera Pengganti SIRANDE
FALAYUKAN, SH.
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MAHKAMAH AGUNG RI
PUTUSAN
Nomor : 013 K/N/1999
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara Kepailitan antara :

JAJA SUPARMAN, baik bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur maupun
selaku pribadi sebagai pemegang saham P.T. BINTANG LAJU SENTOSA,
beralamat di Jalan Weat Hoff No.17 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : SAHALA SIDABUTAR, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum
SINGAP A. PANJAITAN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Malabar No.43 A
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Acustus 1998 ;

Pemohon kasasi/Direktur P.T. BINTANG LAJU SENTOSA/Pemegang Saham ;
melawan

Ir. WU KUO WAH, bertindak daiam kedudukannya sebagai Direktur Utama
P.T. BINTANG LAJU SENTOSA, maupun selaku pribadi sebagai pemegang
saham, berkedudukan di Jalan Laswi Nomor 95 Majalaya ;

Termohon kasasi, dahulu Pemohon Pailit
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi sebagai Pemohon asli telah mengajukan permohonan pailit dimuka persidangan
Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dali} :

bahwa Pemchon adalah Direktur Utama PT. Bintang lLaju Sentosa dan sebagai
pemegang saham, oleh karena itu berdasarkan pasal 110 ayat 3 Undang undang Nomor 1
Tahun 1995, berhak untuk menga]ukan permohonan pailit;

- bahwa sejak bulan September 1997 telah terjadi perselisihan diantara para Direksi
yang sulit dicarikan jalan keluarnya, teguran-teguran kepada Direktur dan bagian
keuangan untuk membuat laporan keuangan tidak pernah dihiraukan ;

{ . bahwa sebagal akibatnya perusahaan berhenti beroperasi seningga mengalami

kerugian ‘yang menyebabkan perusahaan sulit untuk membayar tagihan perusahaan

sehingga untuk mencega kerugian yang lebih besar bagi perusahaan, pemegang saham
rdan para kreditur, maka beralasan untuk dimohonkan Pailit ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kiranya Pengadilan
Negen Bale Bandung dapat menetapkan sebagai berikut :
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Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan ;

2. Menyatakan Perseroan Terbatas “PT. BINTANG LAJU SENTOSA" berkedudukan
di Kabupaten Bandung, dalam keadaan Pailit ;

3. Mengangkat/menunjuk seorang Hakim Komisaris dari Pengadilan Negeri Bale
Banduny ; |

4. Membagikan/membayarkan kepada Kredutur—Kreduur Pemohon seluruh kekayaan
dan piutang-piutang Pemohon seperti tertera dalam daftar terlampir ;

5. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada
“bantahan, banding maupun kasasi ; :

6. Bnaya perkara menurut hukum ;

bahwa terhadap permohcnan pailit tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah
mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 Agustus 1998 Nomor 41/PDT. P/1998/
PN. BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengébulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan Pemohon PT. BINTANG LAJU SENTOSA berkedudukan di Jalan Laswi
No.95 Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung berada dalam
keadaan Pailit ;

3. Mengangkat/menunjuk Saudara Ayub O. Taulo. SH. Hakim pada Pengadnlan Bale
Bandung sebagai Hakim Komisaris ;

4. . Menunjuk Balai Harta Peninggalan di Jakarta sehagai Pengampu dengan tugas
melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit dibawah Pengawasan
Hakim Komisaris ;

B! Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet
banding maupun kasasi ;

6. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditetapkan
sebesar Rp.168.000.-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa meskipun permohonan kasasi diajukan pada
saat berlakunya PERPU No.1 Tahun 1998, akan tetapi karena perkara ini diproses dan
diputus berdasarkan Faillisement verordening, maka tenggang waktu pengajuan
permohonan kasasi berlaku Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 ;

hahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada
tanggal 20 Agustus 1998 kemudian terhadapnya oleh Pemohen Kasasi dengan
perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agutus 1998
diajukan perrnohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 1998 sebagainana
ternyata dari Akte permohonan kasasi No.41/Pdt. P/1998/PN.BB, yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana kemudian disertai oleh
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 1998 ;

bahwa setelah itu oleh Termchon Kasasi yang pada tanggal 5 September 1998
telah diberitahukan tentang memori kasasi dari pemohon kasasi diajukan jawaban
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada
tanggal 9 September 1998 ;
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Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. ‘Salah menerapkan hukum tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan

Pailit menurut Undang-undang Nornor 1 Tahun 1995 :

- bahwa Pemohon Pailit / Termohon kasasi mengajukan permohonan pailit
sebagai Direktur Utama dan sebagai pemegang saham, dengan mengacu
pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ; '

- bahwa meskipun benar pemohon pailit adalah Direktur Utama PT. Bintang
Laju Sentosa, namun dalam hal mengajukan permohonan pailit harus
mendapat persetujuan para pemegang saham dalam suatu Rapat Umum
Pamegang Saham (pasal 67, 68, 69 dan 70 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun
1995 ;

- bahwa pemohon pailit dalam mengajukan permohonan pailit tidak pernah
mendapat persetujuan dari para Pemegang saham bahkan tidak pernah
mengadakan rapat umum para pemegang saham ;

2. Salah menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian :

- bahwa judex facti dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa

jumlah kreditur dari Pemohon adalah 40, namun yang dipanggil kemuka

‘ _persidangan untuk didengar keterangannya hanya satu kreditur yaitu PT.

JUSTUS KIMIA RAYA yang hanya mempunyai tagihan sebesar Rp.
13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) ;

- bahwa dimuka_persidangan justru kreditur P.T. JUSTUS KIMIA RAYA tidak
menyetujui apabila Pemohon ic. PT. BINTANG LAJU SENTOSA dinyatakan
pailit; s : '

3.7 Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo :

- bahwa putusan dijatuhkan pada tanggal 21 Agustus 1998 berarti bahwa pada
saat putusan dijatuhkan, PERPU Nomor 1 Tahun 1998 telah berlaku secara
efektif ;: , o

. - bahwa dengan demikian yang berwenang mengadili perkara ini adalah
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung
terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan kasasi ad. 3 karena keberatan ini
mengenai keberatan terhadap kewenangan mengadili perkara aquo ;

‘mengenai keberatan ad. 3 _
bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut.

- bahwa perm-ohonan pailit terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale
Bandung pada tanggal 1 Juli 1998 dan putusan dijatuhkan pada tanggal 20 Agustus

1998 ;

e
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- bahwa PERPU Nomor 1 Tahun 1998 diundangkan pada tanggal 22 April 1998 dan
- berlaku secara efektif pada tanggal 20 Agustus 1998, tanpa peraturan peralihan ;

- bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 281
“ayat 1 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 baru diresmikan pada tanggal 20 Agustus
1998 ; ' '

- Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun putusan perkara aquo diputuskan
pada saat Perpu No.1 Tahun 1998 telah berlaku secara efektif, namun karena perkara
telah diajukan dan diproses berdasarkan Faillisement verordening yang menentukan
kewenangan memeriksa dan mengadili perkara kepailitan pada Pengadilan Negeri
tempat tinggal debitur i.c debitur PT. Bintang Laju Sentosa berkedudukan dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa
- Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo

mengenai keberatan ad 1. :

‘bahwa keberataﬁ ini dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menérapkan .
hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Pemohon mengajukan permohonan pailit dalam kualitasnya sebagai
Direktur Utama PT. Bintang Laju Sentosa dan sebagai pemegang saham dengan
mengacu pada pasal 110 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995, sedangkan
ketentuan tersebut hanya memberikan kewenangan kepada pemegang saham yang
mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hzk suara yang sah untuk
mengajukan nermohonan kepada Pengadilan untuk diadakan pemariksaan perseroan
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 1
Tahun 1995 ; .

3 bahwa karena yang dimohon pailit adalah PT. Bintang Laju Sentosa sebagai badan
hukum, maka berdasarkan pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tehun 1995
ditentukan bahwa permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Direksi atas
persetujuan KUPS ;

bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa RUPS tidak pernah’
dilakukan karena dua orang pemegang saham tidak pernah hadir sehingga rapat tidak
memenuhi quorum, bahkan panggilan rapat tidak memenui syarat sebagaimana diatur
dalam pasal 73, karena panggilan tidak memenuhi tenggang waktu serta tidak pernah
diumumkan melalui Surat Kabar ; '

bahwa karena Pemohon mengajukan Permohonan pallit tanpa méndapat
persetujuan dari RUPS sehingga dengan demikian Pemohon tidak berhak untuk
mengajukan permohonan Pailit ;

‘Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tanpa perlu memper-
timbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal
20 Agustus 1998 Nomor 41/PDT. P/1998/PN.BB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus
dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan am.ar
seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon pailit ;
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PUTUSAN BADAN PERADILAN

Memperha‘ikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-
~ Undang No.14 tahun 1985, Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta peraturan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAJA SUPARMAN
tersebut ; .- '

~ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Agustus 1998
Nomor 41/PDT. P/1998/ PN.BB ; .

MENGADILI SENDIRI

&g Menoiak 'permohonan‘Pamohon Ir. WU KUO WAH yang bertindak dalam
. jabatannya Sebagai DIREKTUR UTAMA dan sebagai pemegang saham P.T.
BINTANG LAJU SENTOSA tersebut ;

Menghukum Termohon Kasasi/ Pemohon pailit untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.168.000, (seratus
enam puluh delapan ribu rupiah, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000.-
(dua juta rupiah) ;

. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
‘hari Selasa, tanggal 1 Juni 1999, oleh J. Djohansyah, SH.Hakim Agung yang ditunjuk
" oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sukirno, SH. dan Ny. Hj. Marnis
‘Kahar, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 1999 oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak ; '
; ' : -Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.l.
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Direktur Perkara Niaga,
| GDE KETUT SUKARATA, SH.
NIP. 040012856

YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

. Penerimaan Uang Pangkal dan luran Peserta Dana Sosial Hakim Bulan April 2000
1. - Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI = Rp. 1.681.000,-

2 Léngsung,diterima Pengurus Yayasan Dana Sosial Hakim

(Tidak melalui BRI dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang) = Rp. 2.363.000,-
‘ Rp. 4.044.000,-

(Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pengurus
YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM
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